BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya
mengenai Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 03 tahun 2011 tentang
Pajak Daerah terhadap pajak progresif dalam tinjauan hukum ekonomi

syari’ah, meka penulis mengambil beberapa kesimpulan:

1. Ketentuan Pelaksanaan pajak progresif Kendaraan Bermotor di kota
Palembang sudah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah
Sumatera Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang
lebih jelasnya telah di tetapkan dalam pasal 8 ayat 1-6. Dengan
Ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang ada dalam
pelaksaan Pajak Progresif kendaraan bermotor dapat memberikan
pengaruh positif bagi Badan Pendapatan Asli Daerah terutama pada
penerimaan pajak kendaraan bermotor.

2. Ketentuan Pelaksanaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor
berdasarkan Perda Sumatera Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah itu telah sesuai
dengan apa yang telah ditentukan oleh aturan Peraturan Perundang-
undangan yang ada karena tidak bertentangan dengan Hukum Islam,
dan kegunaannya untuk masyarakat itu sendiri dalam pembangunan

jalan, jembatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.
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B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis membuat beberapa saran
sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat kota Palembang apabila mempunyai
lebih dari satu kendaraan bermotor maka harus segera membayar pajak
progresif kendaraan bermotor dan mentaati peraturan pemerintah

mengenai pajak progresif kendaraan bermotor.

2. Diharapkan untuk SAMSAT melakukan sosialisasi mengenai Pajak
Progresif kendaraan bermotor kepada masyarakat Sumatera Selatan
Khususnya Kota Palembang baik melalui media cetak (surat kabar,
baliho, spanduk, banner dan lain-lain) dan media elektronik agar
masyarakat lebih memahami tentang adanya pajak progresif kendaraan
bermotor sehingga mereka mengerti dengan adanya pajak progresif

tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah sumatera selatan.

3. Apabila kendaraan yang dulu kita memiliki sudah berpindah tangan
kepada orang lain maka segera melaporkan ke pihak samsat bahwa
kendaraan tersebut sudah saya jual, agar melakukan balik nama
kendaraan bermotor agar pemilik pertama kendaraan bermotor
sebelumnya tidak dikenai pajak progresif terhadap kendaraan bermotor

yang tidak dimiliknya lagi.
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